SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 4¢ TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor © Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomwor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
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Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3};

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07};

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 0©09),
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

9.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Tabalong.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaporan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakanPengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeiolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
Perangkat Daecrah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah.

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD
adalah bagian SKPD yvang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fuingsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Unit SKPD.,

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional pada SKPD/Unit Kerja SKPD dan/atau untuk
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
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dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang untuk
mengganti uang persediaan yang telah terpakali sebesar Surat
Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh
PA.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutanya disebut TU adalah tambahan
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk membiayail pengeluaran atas pelaksanaan APBD
yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1
(satu} bulan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem
informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggaraan
perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya disingkat PLSE adalah
pengadaan langsung vang dilaksanakan melalui Sistern Pengadaan Secara
Elektronik.

Piutang Daerah adalah jumlah uwang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penghapusan Piutang Daerah adalah penghapusan Piutang Daerah dari
pembukuan dan/atau hak tagih pemerintah daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang
Daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak
tagih daerah.

Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah
dari pembukuan pemerintah daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat
dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia
yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang
negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960.

Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung
Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut
peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT
adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan
masih terdapat sisa utang.

Pernyataan Piutang Daerah Telah Optumal yang selanjutnya disingkat PPDTO
adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah
dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat
sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum
besarannya dalam surat pemberitahuan pajak daerah, surat pemberitahuan
pajak terutang, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah,
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan, surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danjfatau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Piutang Retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari
masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan yang belum
dibayarkan oleh wajib retribusi.

Kantor Wilayah adalah direktorat jenderal kekayaan negara yang wilayah
kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu
badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari
kekayaan negara.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan
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tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan
Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris keluarga yang tidak mampu/miskin di
daerah yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Daerah dan
dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berwenang.

Ahli Waris adalah Penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah
yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau
karena perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh
Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Prestasi Akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam
Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD}.

Prestasi Non Akademik adalah kemampuan yang menonjol dalam bidang sains,
seni, keterampilan dan olahraga berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Dinas.

Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.

Siswa adalah Peserta Didik yang terdaftar dan belajar dari satuan pendidikan
yang ada di Kabupaten Tabalong,

Mahasiswa adalah Peserta Didik bukan Pegawai Negeri Sipil atau karyawan
BUMN/BUMD swasta yang berasal dari Daerah yang terdaftar dan belajar pada
perguruan tinggi jenjang Diploma III, Strata satu dan Pasca Sarjana, dan orang
tersebut berasal dari Kabupaten Tabalong.

Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh
Pemerintah, baik langsung di bawah Kementerian yang membidangi
Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah departemen lain di bawah
Pemerintah.

Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki/dikelola oleh
kelompok/yayasan tertentu.

Mahasiswa tidak mampu adalah Peserta Didik yang berasal dari keluarga
miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi
Kumulatif {IPK} tertentu yang dicapai dalam setiap ujian semester.

Bencana adalah peristwa atau rangkalan peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Penganggaran adalah proses perencanaan dan penetapan alokasi sumber daya
keuangan Negara/Daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk membiayai program dan kegiatan
pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta pelayanan
publik

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Peraturan Bupati ini meliputi sistermn dan prosedur:

a.

perencanaan anggaran;



pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan;
pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 3

(1) Perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi
sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan:

(2)

(3)

S Dm0 o

KUA-PPAS;

Perubahan KUA-PPAS,

Penganggaran belanja Hibah;

Penganggaran belanja Bantuan Sosial;
Penganggaran belanja bagi hasil;
Penganggaran belanja Bantuan Keuangan,;
RKA-SKPD;

Pergeseran Anggaran,

Perubahan RKA-SKPD; dan

Perubahan APBD akibat keadaan luar biasa.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi sistem dan prosedur:

a.

oo g

pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah yang terdiri atas:

1. penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu;

2. penerimaan di bank Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu; dan

3. penerimaan di Bank RKUD.

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu;

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;

rekonsiliasi penerimaan; dan

penatausahaan pembayaran atas kelebihan pendapatan.

Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi sistem dan prosedur penatausahaan:

SETMNOD OB T RERTTFR MO A0 O

penyusunan dan pengesahan DPA-SKPD;
penyusunan dan pengesahan perubahan DPA-SKPD;
penyusunan anggaran kas;

pembuatan Surat Penyediaan Dana;

UP;

Panjar;

Pelimpahan UP;

GU;

TU;

LS Gaji dan Tunjangan atau Tambahan Penghasilan,;
LS Barang/Jasa;

LS Pihak Ketiga;

. perintah membayar;

pencairan dana;

pembukuan Bendahara Pengeluaran;

pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu;
pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran;
belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Partai Politik;

belanja Bantuan Sosial;

belanja bagi hasil;

belanja Bantuan Keuangan;



Q.

w. pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan Daerah;
x. pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan Daerah;
y. pelaksanaan dan penatausahaan kas umum Daerah;

z. pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;

aa. penerimaan atas pengembalian belanja;

bb. dokumen belanja; dan

cc. tata cara Penghapusan Piutang Daerah.

(4) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d meliputi sistem dan prosedur:
a. penyusunan laporan keuangan SKPD;
b. laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya; dan
c. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Daerah.

Pasal 4

Penjabaran Sistemm dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor
30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor
36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 36}, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 November 2025
BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tabalong
pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004



